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KATA PENGANTAR 

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam pasal 

21 ayat 3 menyatakan Perpustakaan Nasional RI bertanggung jawab melakukan 

pembinaan perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan 

masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Dalam rangka pembinaan pengembangan 

dan pengelolaan perpustakaan, salah satunya meningkatkan literasi dalam rangka 

mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, sesuai Peraturan Daerah  Nomor 8 

Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 

12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Bantul,  Peraturan Bupati Bantul Nomor 169 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan, yang merupahkan revisi atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 

2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan menyadari bahwa literasi masyarakat dikabupaten Bantul belum sesuai 

harapan. Pelaksanaan Survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum 

secara utuh yang mencerminkan kondisi pembangunan literasi masyarakat di 

kabupaten Bantul. Dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan, pembangunan 

literasi dan gemar membaca tersebut didukung dengan kajian mengenai kondisi 

minat baca pada saat ini dipandang perlu untuk melakukan survey yang sesuai 

dengan Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang 

dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Guna pencapaian hasil yang baik dalam 

pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).  

Pelaksanaan survey IPLM Kabupaten Bantul ini merupakan tindak lanjut 

dan penjabaran lebih komprehensif dari hasil Kajian Indeks Pembangunan Literasi 

Masyarakat Tahun 2022, khususnya pada perpustakaan Umum Daerah.  Pedoman 

tersebut bertujuan agar dapat digunakan sebagai acuan.  Pedoman tersebut 

selanjutnya dapat digunakan untuk menyamakan pengertian, pola fikir, 

memberikan petunjuk administrasi dan teknis kerja perpustakaan umum 



 

kabupaten/kota dalam melakukan Kajian Budaya Baca Masyarakat. Agar kegiatan 

dapat berjalan tertib dan lancar. Kegiatan Survei IPLM diharapkan dapat 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam usaha pembudayaan literasi dan 

kegemaran membaca di kabupaten Bantul. 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul  sebagai perpustakaan 

pembina semua jenis perpustakaan yang ada di wilayahnya, dalam rangka 

melakukan pengukuran angka Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat serta 

mampu memberikan arahan serta penjelasan yang komprehensif berkaitan dengan 

berbagai hal terkait metode pengukuran guna mengakomodir keakuratan dan 

validitas hasil terhadap indeks yang dihasilkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan memiliki fungsi sebagai wahana 

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan 

kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada 

pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan 

pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada konteks ini, maka 

masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akses ke perpustakaan 

dan layanannya, serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan 

dalam upaya peningkatan kualitas hidupnya. 

Selaras dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah, perpustakaan menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan 

dengan kebutuhan dasar. Dengan demikian, pembangunan perpustakaan kini telah 

menjadi urusan pemerintah daerah, baik level provinsi maupun kabupaten / kota. 

Perpustakaan Nasional, selaku perpustakaan pembina semua jenis perpustakaan, 

diamanatkan untuk mengawasi dan mengevaluasi terkait pelaksanaan 

pembangunan perpustakaan di daerah agar capaian dan dampak yang dihasilkan 

lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga mempunyai hak yang sama 

untuk memperoleh akses terhadap berbagai sumber informasi serta memanfaatkan 

dan mendayagunakan berbagai layanan dan fasilitas di perpustakaan dalam upaya 

peningkatan kualitas hidupnya. 

Formulasi pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 

memerlukan adanya ketersediaan data yang akurat dan holistik tentang semua jenis 

perpustakaan  demikian,disparitas pembangunan dapat diminimalisir serta sebaran 

perpustakaan dapat berkeadilan antar provinsi dan kabupaten/kota sebagai hak 

masyarakat dalam mengakses informasi dan pengetahuan dalam meningkatkan 

kualitas hidupnya. 



 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dilakukanlah 

kegiatan survey langsung kepada masyarakat di Kabupaten Bantul untuk mengukur 

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).  

 

B. Tujuan Dan Sasaran 

Adapun tujuan dan sasaran Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi 

Masyarakat (IPLM) ini ialah sebagai berikut: 

a. Menyusunan pemetaan kondisi dan perkembangan semua jenis perpustakaan 

level daerah Kabupaten Bantul sehingga data yang dihasilkan dari alat ukur 

baku IPLM dapat menjadi acuan. 

b. Memberikan kemudahan dalam membaca kondisi perpustakaan level daerah 

Kabupaten Bantul dengan sistem pengukuran IPLM. 

c. Tersedianya pengelolaan data dan sistem data IPLM yang terpadu, 

terintegrasi, dan diinput secara berkelanjutan. Dengan demikian angka 

fluktuasi skor IPLM, baik level nasional hingga kabupaten / kota, akan dapat 

terpantau setiap tahunnya. 

d. Terwujudnya akselerasi dan peningkatan kinerja pengelola dan 

penyelenggara perpustakaan level daerah Kabupaten Bantul dalam 

pembinaan perpustakaan di wilayahnya dan pengukuran Indikator Kinerja 

Kunci (IKK) Daerah di bidang Perpustakaan. IPLM merupakan salah satu 

Indikator Kinerja Kunci di bidang Perpustakaan, selain Nilai Tingkat 

Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM). 

 

C. Dasar Hukum 

Adapun Dasar hukum pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan Literasi 

Masyarakat (IPLM) ini adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129), Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4774). 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 



 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679). 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531). 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

f. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang 

Perpustakaan. 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

 

D. Manfaat 

Adapun manfaat yang dihasilkan dalam terlaksananya Pengukuran Indeks 

Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) ini adalah: 

a. Tersusun dan terpublikasikannya buku Pengukuran Indeks Pembangunan 

Literasi Masyarakat (IPLM) yang dapat digunakan dan dimanfaatkan isi dan 

datanya oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten Bantul. 

b. Terwujudnya sistem data IPLM yang terpadu, terintegrasi serta terinput 

secara berkelanjutan, baik di level kabupaten/kota, provinsi dan nasional 

hingga dapat memberikan kontribusi gambaran terkait pemetaan dan 

perkembangan semua jenis perpustakaan di Indonesia berdasarkan aspek-

aspek Standar Nasional Perpustakaan (SNP). 



 

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Adapun waktu dan tempat pelaksanaan Pengukuran Indeks Pembangunan 

Literasi Masyarakat (IPLM) ini adalah sebagai berikut: 

Waktu : 30 April s.d 30 Oktober 2024 

Tempat : Seluruh wilayah kerja Dinas Perpustakaan Dan  

   Kearsipan Kabupaten Bantul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BAB II 

METODE KERJA 

A. Rumusan Permasalahan 

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam pasal 

21 ayat 3 menyatakan Perpustakaan Nasional RI bertanggung jawab melakukan 

pembinaan perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan 

masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Dalam rangka pembinaan pengembangan 

dan pengelolaan perpustakaan, salah satunya meningkatkan literasi dalam rangka 

mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat, Perpustakaan Nasional RI 

menyadari bahwa minat baca masyarakat Indonesia belum sesuai harapan.  

Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Bantul yang termasuk 

kedalam ruang lingkup kerja Perpustakaan Nasional tentu ikut berperan dalam 

meningkatkan literasi masyarakat, oleh karenanya untuk mengetahui seberapa jauh 

literasi masyarakat, maka dibutuhkanlah pengukuran indeks literasi masyarakat. 

Pengukuran IPLM dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tahapan 

paling bawah adalah level Desa/Kalurahan, bekerjasama dengan Dikdispora 

Kabupaten Bantul, Kantor Kemenag Kabupaten Bantul, Pengumpulan Data di 

Perguruan Tinggi yang berlokasi di Kabupaten Bantul serta pengumpulan data 

Instansi Vertikal maupun Daerah yang memiliki perpustakaan khusus di kabupaten 

Bantul. 

 

B. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan 

menggunakan metode penyebaran kuesioner dalam bentuk google form (dapat 

dilihat pada lampiran) kepada seluruh responden di ruang lingkup kerja dinas 

perpustakaan Kabupaten Bantul. Selain itu, kami juga menggunakan metode 

observasi dan wawancara langsung guna mengkonfirmasi ulang kebenaran 

terhadap pengisian kuesioner yang sudah dibagikan. Sehingga seluruh data yang 

kami dapatkan dapat bernilai valid. Dukungan data dari instansi terkait seperti 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul Dan Nasional tentu juga menjadi sumber 

informasi penting bagi kami guna memperkaya data yang ada. 

 



 

C. Pengertian Umum 

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat 

pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun 

literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek 

masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan 

sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. 

Karakteristik IPLM lebih memfokuskan pada sisi hulu yakni pengembangan dan 

penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan. Hal inilah yang 

membedakannya dngan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) yang lebih 

memfokuskan pada sisi hilir yakni pengembangan budaya baca, kegemaran 

membaca, dan literasi masyarakat. 

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dilahirkan sebagai upaya 

formulasi kebijakan, serta pengembangan dan pembinaan semua jenis perpustakaan 

di Indonesia di mana ada kebutuhan akan ketersediaan data yang akurat dan holistik 

tentang semua jenis perpustakaan pada aspek-aspek yang berdasar pada Standar 

Nasional Perpustakaan. 

Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) bertujuan 

untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, baik dari aspek sebaran 

perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, hingga pemustaka yang ada di seluruh 

wilayah Indonesia. 

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat telah menjadi suatu metode 

pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul 

dalam membina dan mengembangkan perpustakaan di wilayahnya sebagai wahana 

belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. 

 

D. Metode Pengolahan Dan Analisis Data 

Adapun metode pengolahan dan analisis data yang sudah terkumpul yaitu 

dengan menggunakan Rumus pengukuran Indeks Pembangunan Literasi 

Masyarakat (IPLM) pada dasarnya terdiri atas dua (2) komponen, antara lain: 

komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dan komponen 

Aspek Masyarakat (AM). Berikut adalah rumus pengukuran Indeks 

Pembangunan Literasi Masyarakat: 



 

 

 

 

Keterangan:  

UPLMi : variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangun  

   Literasi Masyarakat  

AM : jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis  

   Perpustakaan 

Rumus ini merupakan kumpulan dari rumus pengukuran rasio dari tujuh (7) 

komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat beserta pembaginya dari 

komponen Aspek Masyarakat. Rumus yang telah dikembangkan ini juga memiliki 

komponen pendukung baru di antaranya adalah Angka Pembagi Rasio Kabupaten 

dan Angka Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan Wilayah. Kedua komponen 

baru ini berfungsi sebagai komponen pendukung dalam rangka netralisasi terhadap 

anomali angka yang muncul karena faktor ketimpangan angka yang disebabkan 

tinggi rendahnya jumlah populasi di suatu wilayah. 

Selain itu pada setiap pengukuran UPLM terdapat pembobotan pada tiap 

jenis perpustakaan dengan komposisi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun pembobotan per jenis perpustakaan ini diterapkan berdasarkan 

besarnya cakupan pemustaka yang dilayani oleh tiap perpustakaan tersebut. 

Perpustakaan umum memiliki porsi bobot terbesar (50%) karena memiliki cakupan 

layanan pemustaka yang lebih luas dan beragam. Berbeda dengan jenis 

perpustakaan lainnya, yakni perpustakaan sekolah/madrasah (20%), perpustakaan 

Gambar 1 - Pembobotan Per Jenis Perpustakaan 



 

perguruan tinggi (20%), dan perpustakaan khusus (10% yang memiliki segmentasi 

pemustaka yang lebih spesifik dan terbatas pada lingkup instansi yang 

membawahinya.  

Dengan demikian pada setiap penghitungan UPLM1 hingga UPLM7 pada 

tiap jenis perpustakaan berlaku pembobotan tersebut. 

 

E. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) terdiri atas 7 (tujuh) unsur 

komponen yaitu:  

1. Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM1) 

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas: 

a. Rasio ketersediaan perpustakaan umum, yakni jumlah ketersediaan unit 

perpustakaan umum kabupaten/kota yang kemudian dibagi dengan jumlah 

populasi penduduk kabupaten/kota. 

b. Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah/madrasah, yakni jumlah 

ketersediaan unit perpustakaan sekolah/madrasah mulai dari tingkat 

SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK kemudian dibagi dengan jumlah 

populasi civitas sekolah (jumlah siswa/peserta didik dan guru) di 

kabupaten/kota. Catatan : perpustakaan sekolah/madrasah dihitung bukan 

berdasarkan aspek kewenangan pembinaan, melainkan berdasarkan 

Gambar 2: 7 Unsur IPLM 



 

keberadaannya di suatu wilayah sesuai dengan fungsi sebagai 

perpustakaan Pembina. 

c. Rasio ketersediaan perpustakaan perguruan tinggi, yakni jumlah 

perpustakaan perguruan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, 

politeknik, dan akademi) dibagi dengan jumlah populasi civitas akademika 

(jumlah mahasiswa dan dosen) di kabupaten/kota. 

d. Rasio ketersediaan perpustakaan khusus, yakni jumlah perpustakaan 

khusus (instansi pemerintah pusat/daerah dan instansi swasta) yang dibagi 

dengan jumlah populasi bekerja di wilayah kabupaten/kota. 

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM1 : 

 

 

 

 

Rumus tersebut kemudian dirinci berdasarkan jenis perpustakaannya (kecuali 

Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus), menjadi sebagai 

berikut: 

1. Perpustakaan Umum 

   

 

 

 

 

Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan dibagi dengan 

Jumlah Populasi Kabupaten/Kota karena masih bagian dari pengukuran 

wilayah Kabupaten/Kota serta menjadi bagian pembinaan dari Perpustakaan 

Kabupaten/Kota (hal ini juga berlaku ke komponen UPLM lainnya, kecuali 

UPLM5). 

  



 

 

2. Perpustakaan Sekolah/Madrasah 

 

Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus tidak 

dirinci karena sub jenis kedua jenis perpustakaan tersebut bersifat 

setara atau antara satu dengan lainnya tidak ada tingkatan ordinal 

(hal ini juga berlaku ke komponen UPLM lainnya, kecuali UPLM5). 

Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus tidak dirinci karena 

sub jenis kedua jenis perpustakaan tersebut bersifat setara atau antara satu 

dengan lainnya tidak ada tingkatan ordinal (hal ini juga berlaku ke komponen 

UPLM lainnya, kecuali UPLM5). 

 

2. Ketercukupan Koleksi (UPLM2); 

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini (satuan judul) terdiri 

atas: 

a. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan umum (baik tercetak maupun 

digital), yakni jumlah koleksi perpustakaan umum dibagi dengan jumlah 

populasi penduduk provinsi /kabupaten/kota 

b. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan sekolah/madrasah (baik tercetak 

maupun digital), yakni jumlah koleksi perpustakaan sekolah dibagi dengan 

jumlah civitas sekolah di kabupaten/kota. Catatan : koleksi yang 

dihitung/diukur adalah koleksi buku teks pengayaan (di luar kurikulum 

sekolah), bukan buku paket pelajaran. 

c. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan perguruan tinggi (baik tercetak 

maupun digital), yakni jumlah koleksi perpustakaan perguruan tinggi dibagi 

dengan jumlah civitas akademika di kabupaten/kota 

d. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan khusus (baik tercetak maupun 

digital), yakni jumlah koleksi perpustakaan khusus dibagi dengan jumlah 

civitas akademika di kabupaten/kota; 

  



 

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM2 : 

 

 

 

 

 

Rumus tersebut kemudian dirinci berdasarkan jenis perpustakaannya (kecuali 

Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus), menjadi sebagai 

berikut: 

1. Perpustakaan Umum  

    

 

 

 

 

2. Perpustakaan Sekolah/Madrasah 

 

 

 

 

 

3. Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3); 

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas: 

a. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum, yakni jumlah tenaga 

perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis) dibagi dengan jumlah 

populasi penduduk provinsi/kabupaten/kota 

b. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan sekolah/madrasah, yakni jumlah 

tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis) dibagi dengan jumlah 

civitas sekolah di kabupaten/kota; 

c. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan perguruan tinggi, yakni jumlah 

tenaga perpustakaan perguruan tinggi (pustakawan dan tenaga teknis) 

dibagi dengan jumlah civitas akademika di kabupaten/kota; 



 

d. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan khusus, yakni jumlah tenaga 

perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis) dibagi dengan jumlah 

populasi bekerja di kabupaten/kota; 

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM3 : 

 

 

 

 

 

Rumus tersebut kemudian dirinci berdasarkan jenis perpustakaannya (kecuali 

Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus), menjadi sebagai 

berikut: 

1. Perpustakaan Umum 

 

 

 

 

 

2. Perpustakaan Sekolah 

   

 

   

 

 

 

4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari (UPLM4); 

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas: 

a. Rasio tingkat kunjungan pemustaka dan pengunjung per hari di 

perpustakaan umum (secara onsite maupun online), yakni jumlah 

kunjungan pemustaka dan pengunjung per hari dibagi dengan jumlah 

populasi penduduk di provinsi/kabupaten/kota; 



 

b. Rasio tingkat kunjungan civitas sekolah per hari di perpustakaan sekolah 

/madrasah (secara onsite maupun online), yakni jumlah kunjungan civitas 

sekolah per hari dibagi dengan jumlah civitas sekolah di kabupaten/kota; 

c. Rasio tingkat kunjungan civitas akademika per hari di perpustakaan 

perguruan tinggi (secara onsite maupun online), yakni jumlah kunjungan 

civitas akademika per hari dibagi dengan jumlah civitas akademika di 

kabupaten/kota; 

d. Rasio tingkat kunjungan karyawan/pegawai per hari di perpustakaan khusus 

(secara onsite dan online), yakni jumlah kunjungan karyawan/pegawai per 

hari dibagi dengan jumlah populasi bekerja di kabupaten/kota; 

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM4 : 

 

 

 

 

Rumus tersebut kemudian dirinci berdasarkan jenis perpustakaannya (kecuali 

Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus), menjadi sebagai 

berikut: 

1. Perpustakaan Umum 

 

 

 

 

2. Perpustakaan Sekolah 

 

 

 

  



 

5. Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai dengan Standar Nasional 

Perpustakaan (UPLM5) 

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas: 

a. Rasio jumlah perpustakaan umum yang dibina berbasis Standar Nasional 

Perpustakaan (SNP), yakni jumlah perpustakaan umum yang sudah dibina 

sesuai dengan SNP, sudah memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), 

baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, yang dibagi dengan jumlah 

total perpustakaan umum yang ada di wilayah provinsi/kabupaten/kota; 

b. Rasio jumlah perpustakaan sekolah/madrasah berbasis SNP dan/atau 

memiliki NPP, yakni jumlah perpustakaan sekolah/madrasah yang sudah 

dibina sesuai dengan SNP, memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), 

baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, yang dibagi dengan jumlah 

total perpustakaan sekolah/madrasah yang ada di wilayah kabupaten/kota; 

c. Rasio jumlah perpustakaan perguruan tinggi berbasis SNP dan/atau 

memiliki NPP, yakni jumlah perpustakaan perguruan tinggi yang dibina 

sesuai dengan SNP, memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik 

terakreditasi maupun belum terakreditasi, yang dibagi dengan jumlah total 

perpustakaan tinggi yang ada di wilayah kabupaten/kota; 

d. Rasio jumlah perpustakaan khusus berbasis SNP dan/atau memiliki NPP, 

yakni jumlah perpustakaan khusus umum yang dibina sesuai dengan SNP, 

memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik terakreditasi maupun 

belum terakreditasi, yang dibagi dengan jumlah total perpustakaan khusus 

yang ada di wilayah kabupaten/kota; 

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM5 : 

 

  

   

 

 

Rumus tersebut kemudian dirinci berdasarkan jenis perpustakaannya (kecuali 

Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus), menjadi sebagai 

berikut: 



 

1. Perpustakaan Umum 

 

 

 

 

2. Perpustakaan Sekolah/Madrasah 

 

      

 

 

 

6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi (UPLM6); 

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas: 

a. Rasio jumlah partisipasi masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan 

(secara onsite maupun online), yakni jumlah masyarakat yang terlibat 

dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan dibagi dengan jumlah populasi 

penduduk di provinsi/kabupaten/kota. Adapun contoh bentuk kegiatan 

sosialisasi perpustakaan yaitu sebagai berikut: seminar literasi, kegiatan 

cerita anak, kompetisi membaca, pameran buku, diskusi penulis, program 

literasi dewasa dan lain sebagainya. Kegiatan sosialisasi perpustakaan 

bertujuan untuk mengenalkan, mempromosikan, dan meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan perpustakaan. 

b. Rasio jumlah partisipasi civitas sekolah dalam sosialisasi perpustakaan 

(secara onsite maupun online), yakni jumlah civitas sekolah yang terlibat 

dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan dibagi dengan jumlah populasi 

penduduk di kabupaten/kota; 

b. Rasio jumlah partisipasi civitas akademika dalam sosialisasiperpustakaan 

(secara onsite maupun online), yakni jumlah partisipasi civitas akademika 

yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan dibagi dengan 

jumlah populasi penduduk di kabupaten/kota; 

c. Rasio jumlah partisipasi karyawan/pegawai dalam sosialisasi 

perpustakaan (secara onsite maupun online), yakni jumlah partisipasi 



 

karyawan/pegawai yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan 

dibagi dengan jumlah populasi penduduk di kabupaten/kota. 

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM6 : 

 

 

 

 

 

Rumus tersebut kemudian dirinci berdasarkan jenis perpustakaannya (kecuali 

Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus), menjadi sebagai 

berikut: 

1. Perpustakaan Umum 

 

 

 

 

 

2. Perpustakaan Sekolah 

 

 

 

 

 

7. Jumlah anggota perpustakaan (UPLM7) 

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas: 

a. Rasio jumlah anggota perpustakaan umum (provinsi, kabupaten/kota, 

kecamatan, desa/kelurahan), yakni jumlah anggota perpustakaan umum 

dibagi dengan jumlah populasi penduduk provinsi/kabupaten/kota; 

b. Rasio jumlah anggota perpustakaan sekolah/madrasah, yakni jumlah 

anggota perpustakaan sekolah/madrasah dibagi dengan jumlah civitas 

sekolah yang ada di kabupaten/kota; 



 

c. Rasio jumlah anggota perpustakaan perguruan tinggi, yakni jumlah anggota 

perpustakaan perguruan tinggi dibagi dengan jumlah civitas akademika 

yang ada di kabupaten/kota; 

d. Rasio jumlah anggota perpustakaan khusus, yakni jumlah anggota 

perpustakaan khusus dibagi dengan jumlah populasi pendudukbekerja yang 

ada di kabupaten/kota; 

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM7 : 

 

 

 

 

 

Rumus tersebut kemudian dirinci berdasarkan jenis perpustakaannya (kecuali 

Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus), menjadi sebagai 

berikut: 

1. Perpustakaan Umum 

 

 

 

 

 

2. Perpustakaan Sekolah/Madrasah 

 

 

 

 

 

  



 

F. Aspek Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berbeda dengan konsep pada pengukuran Indeks Pembangunan Literasi 

Masyarakat pada versi sebelumnya, komponen Aspek Masyarakat (AM) ini 

disesuaikan berdasarkan lokus atau segmentasi jenis perpustakaannya. Berikut 

adalah sumber data resmi yang digunakan sebagai komponen Aspek Masyarakat 

dalam penerapan rumus Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dalam rentang 

waktu tahun 2024 : 

1. Populasi Penduduk 

Data yang digunakan pada populasi penduduk, baik level kabupaten/kota, 

adalah dengan mengacu pada data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS). Populasi Penduduk Kabupaten Bantul menggunakan 

publikasi tahunan BPS. Berikut adalah contoh tampilan laman web Badan 

Pusat Statistik yang beralamat di https://bantulkab.bps.go.id/ yang 

menampilkan laman unduhan publikasi Kabupaten Bantul Dalam Angka 

2024 tampilannya seperti contoh di bawah ini: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mendapatkan data populasi penduduk kabupaten/kota dapat merujuk pada 

bab Penduduk atau Kependudukan dalam dokumen Kabupaten Bantul Dalam 

Angka 2024 seperti contoh gambar di bawah : 

 

 

 

 

 

   

  

Gambar 3: Tampilan Laman Web Unduhan Laporan Tahunan BPS 
Kabupaten Bantul 

Gambar 4: 
Tampilan 

Dokumen Laporan 
Tahunan BPS 

Kabupaten Bantul 
Dalam Angka 
2024 Hal. 43 



 

2. Populasi Civitas Sekolah 

Data yang digunakan pada populasi civitas sekolah adalah data populasi 

jumlah siswa dan guru. Data jumlah siswa dan guru yang digunakan di sini 

adalah data siswa dan guru pada SD, SMP, SMA dan SMK. Sumber data 

resmi yang digunakan pada komponen ini adalah laman web resmi Data 

Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

dan EMIS Pendidikan Islam dari Kementerian Agama. Berikut adalah alamat 

URL dari sumber data populasi civitas sekolah: 

a. Jumlah siswa/peserta didik tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, dapat 

mengakses laman : https://dapo.kemdikbud.go.id/  berikut data yang 

dimiliki oleh Kabupaten Bantul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5: Data Peserta Didik 



 

b. Jumlah guru tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, dapat mengakses laman: 

https://dapo.kemdikbud.go.id/ berikut data yang dimiliki oleh Kabupaten 

Bantul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Jumlah siswa/peserta didik dan guru pada tingkat MI, MTs dan MA, 

dapat mengakses laman EMIS Pendidikan Islam pada laman web: 

https://emispendis.kemenag.go.id/ berikut data yang dimiliki oleh 

Kabupaten Bantul: 

 

  

Gambar 6: Data Guru 

Gambar 7: Data siswa/peserta didik dan guru pada tingkat MI. 



 

  

Gambar 8: Data siswa/peserta didik dan guru pada tingkat MTs. 

Gambar 9: Data siswa/peserta didik dan guru pada tingkat MA. 



 

3. Populasi Civitas Akademika 

Data yang digunakan pada civitas akademika adalah data populasi jumlah 

mahasiswa dan dosen (tenaga pendidik). Sumber data resmi yang digunakan 

pada komponen ini adalah publikasi tahunan BPS Kabupaten Bantul. 

Berikut adalah tampilan Masyarakat pada civitas akademika Kabupaten 

Bantul: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Populasi Penduduk Bekerja 

Data yang digunakan pada populasi penduduk bekerja adalah data 

penduduk yang berstatus Bekerja (Working). Berikut adalah tampilan 

penduduk bekerja Kabupaten Bantul: 

 

 

  

Gambar 10: Data Perguruan Tinggi dan Mahasiswa 

Gambar 11:  

Data Ketenagakerjaan 



 

G. Angka Pembagi Rasio Kabupaten  

Komponen Angka Pembagi Rasio Kabupaten/Kota ditujukan untuk 

membuat skala bagi angka pembagi populasi pada saat pengukuran rasio UPLM 

bagi kabupaten/kota yang dibagi dengan jumlah populasi penduduk. Hal ini 

dilakukan karena adanya anomali angka yang disebabkan faktor tinggi dan 

rendahnya jumlah populasi di suatu wilayah. Meski demikian hal ini menjadikan 

ketimpangan angka di mana angka rasio di wilayah yang memiliki populasi 

rendah lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang memiliki populasi lebih 

tinggi/padat. Dengan demikian angka rasio kabupaten/kota yang dihasilkan dari 

hasil pembagi tersebut tidak menjadi terlalu kecil agar memudahkan dalam 

penerapan rumus IPLM.  

Angka Pembagi Rasio Provinsi dan Kabupaten/Kota diadopsi dari jumlah 

minimal pemustaka berdasarkan jumlah populasi penduduk pada Standar 

Nasional Perpustakaan (SNP) Perpustakaan Kabupaten/Kota. Tabel rincian 

Angka Pembagi Rasio Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa dilihat pada laman 

Lampiran.  

Adapun Angka Pembagi Rasio Kabupaten Bantul termasuk dalam jumlah 

penduduk yang memiliki rentang 1.000.000-1.100.000 jiwa, sehingga 

dikategorikan jumlah angka pembagi rasionya ialah 22.000 anggota. 

H. Angka Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan 

Fungsi dari Angka Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan memiliki 

kesamaan dengan Angka Pembagi Rasio Kabupaten/Kota. Hanya saja Angka 

Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan ini diterapkan pada angka yang 

dihasilkan setelah rasio UPLM dihitung kemudian dikalikan dengan angka 

koreksi yang ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan wilayahnya.  

Dengan demikian wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang 

tinggi akan memiliki angka rasio yang lebih logis dan tidak terlampau kecil akibat 

angka pembagi populasi yang besar. Tabel rincian Angka Koreksi Berdasarkan 

Tingkat Kepadatan dapat dilihat pada laman Lampiran. 

Angka koreksi berdasarkan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bantul 

termasuk dalam jumlah penduduk yang memiliki rentang 1.001.000-5.000.000 

jiwa, sehingga dikategorikan angka koreksinya ialah 1,5.  



 

I. Tingkatan skor indeks pembangunan literasi masyarakat 

Berbeda dengan konsep pengukuran dalam kajian Indeks Pembangunan 

Literasi Masyarakat sebelumnya, pada pengukuran ini skor indeks menggunakan 

skala level 100:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Tahapan Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dilakukan 

secara berjenjang atau multilevel di mana pengukuran skor indeks dimulai dari 

level terbawah yakni level kabupaten/kota. Kabupaten/kota merupakan unit di 

Gambar 12: Tingkatan skor IPLM 

Gambar 13: Tahapan IPLM 



 

mana keberadaan semua jenis perpustakaan ada di wilayahnya. Rumus 

pengukuran juga diterapkan sepenuhnya di level ini. 

Tahapan selanjutnya setelah pengukuran skor indeks level kabupaten/kota 

dilaksanakan adalah pengukuran skor indeks level provinsi. Pada level ini, 

provinsi hanya melakukan rekapitulasi atau agregasi dari kumpulan skor indeks 

dari seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Penambahan penghitungan 

dari rekapitulasi ini hanya penambahan angka skor ratio dari perpustakaan 

provinsi yang dibagi dengan jumlah populasi penduduk provinsi sebagai 

komponen Aspek Masyarakatnya. 

Tahapan terakhir setelah didapatkan skor indeks level provinsi adalah 

pengukuran skor indeks level nasional. Pada level ini, pusat hanya melakukan 

rekapitulasi atau agregasi kumpulan skor indeks dari seluruh provinsi dengan 

mengambil skor rata-rata (mean) yang didapat dengan menjumlahkan semua skor 

indeks provinsi dibagi dengan jumlah provinsi yang ada. 

 

K. Penjadwalan Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Di 

Kabupaten Bantul 

 

 

                          

  

1. Persiapan pengumpulan data 
di Kabupaten Bantul 

1. Pengumpulan data UPLM dan AM 
2. Pengukuran skor indeks 
3. Penyusunan laporan skor indeks 
4. Penyerahan laporan skor indeks 

kabupaten ke provinsi 

Gambar 14: Jadwal Pengukuran IPLM 



 

BAB III 

PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT 

(IPLM) 

A. Tahapan Pengukuran Skor IPLM Level Kabupaten Bantul 

Tahap pertama yang dilakukan pada pengukuran skor IPLM pada level 

kabupaten/kota adalah tahap pengumpulan data. Adapun data yang dikumpulkan 

dalam pengukuran IPLM adalah data sekunder, yang biasanya didapat dari 

publikasi resmi, pangkalan data, atau rekapitulasi data lembaga. Tahap 

pengumpulan data pada level ini dibagi dua, antara lain: 

1. Pengumpulan data pendukung UPLM 

Data pendukung UPLM yang dikumpulkan antara lain: jumlah semua jenis 

perpustakaan, jumlah koleksi (satuan judul), jumlah tenaga perpustakaan 

(pustakawan dan tenaga teknis), jumlah kunjungan perpustakaan per hari, 

jumlah perpustakaan terakreditasi dan sesuai SNP, jumlah partisipasi 

masyarakat dalam sosialisasi atau kegiatan KIE (komunikasi, informasi dan 

edukasi), serta jumlah pemustaka yang terdaftar. 

2. Pengumpulan data AM 

Data AM yang dikumpulkan antara lain: jumlah populasi penduduk, luas 

wilayah, tingkat kepadatan penduduk, jumlah civitas sekolah di semua jenjang 

(siswa/peserta didik dan guru), jumlah civitas akademika (mahasiswa dan 

dosen/tenaga pendidik), serta jumlah populasi bekerja.  

Tahap kedua setelah pengumpulan data adalah penginputan data pada 

lembar kerja. Format isian lembar kerja IPLM dapat diakses dan diunggah melalui 

link: https://bit.ly/InstrumenIPLM21  

Tahap ketiga adalah penghitungan UPLM berdasarkan hasil penginputan 

data pendukung UPLM dan AM. 

  



 

B. Pengukuran UPLM1 hingga UPLM7 Kabupaten Bantul 

Diketahui Data Aspek Masyarakat (AM) Kabupaten Bantul ialah sebagai berikut: 

Aspek Masyarakat (AM) Kabupaten Bantul 

No Aspek Masyarakat (AM) Jumlah 

1 Populasi Penduduk Kabupaten Bantul 1.009.430 Jiwa 

2 Luas Wilayah 506,85 𝑘𝑚# 

3 

Tingkat Kepadatan (angka tingkat kepadatan 

diperoleh dengan rumus jumlah populasi dibagi 

dengan luas wilayah) 

1.991 jiwa/ 𝑘𝑚# 

4 
Angka Pembagi Ratio (lihat acuan tabel angka 

pembagi ratio kabupaten/kota) 
22.000 

5 

Angka Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan 

(lihat acuan tabel angka koreksi berdasarkan tingkat 

kepadatan) 

1,5 

6 Populasi Siswa Sekolah Dasar (SD) 69.096 

7 Populasi Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) 7533 

8 Populasi Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) 31.970 

9 Populasi Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) 8958 

10 
Populasi Siswa Sekolah Menengah Atas/Kejuruan 

(SMA/K) 
34.251 

11 Populasi Siswa Madrasah Aliyah (MA) 6327 

12 Populasi Guru Sekolah Dasar (SD) 4426 

13 Populasi Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) 639 

14 Populasi Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2060 

15 Populasi Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) 807 

16 
Populasi Guru Sekolah Menengah Atas/Kejuruan 

(SMA/K) 
2369 

17 Populasi Siswa Madrasah Aliyah (MA) 645 

18 Populasi Mahasiswa 69.306 

19 Populasi Dosen 1974 

20 Populasi Masyarakat Bekerja 802.815 
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Diketahui juga Data Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) Kabupaten 

Bantul dipaparkan pada tabel dibawah ini: 

1. Data UPLM 1 

UPLM 1 

No Jenis Perpustakaan Umum Jumlah Unit 

1 Perpustakaan Kabupaten/Kota 1 

2 Perpustakaan Kecamatan 7 

3 Perpustakaan Desa/Kelurahan 40 

No Jenis Perpustakaan Sekolah/ Madrasah Jumlah Unit 

1 Perpustakaan SD/MI 176 

2 Perpustakaan SMP/MTs 82 

3 Perpustakaan SMA/K/MA 63 

No Jenis Perpustakaan Perguruan Tinggi Jumlah Unit 

1 Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta 25 

No Jenis Perpustakaan Khusus Jumlah Unit 

1 Perpustakaan Khusus 11 

 

2. Data UPLM 2 

UPLM 2 

No Jumlah Koleksi Perpustakaan Umum Jumlah Judul 

1 Perpustakaan Kabupaten/Kota 116.582 

2 Perpustakaan Kecamatan 2365 

3 Perpustakaan Desa/Kelurahan 10.491 

No Jumlah Koleksi Sekolah/ Madrasah Jumlah Judul 

1 Perpustakaan SD/MI 162.631 

2 Perpustakaan SMP/MTs 61.352 

3 Perpustakaan SMA/K/MA 69.749 

No Jumlah Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi Jumlah Judul 

1 Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta 492.093 

No Jumlah Koleksi Perpustakaan Khusus Jumlah Judul 

1 Perpustakaan Khusus 12.687 

 



 

3. Data UPLM 3 

UPLM 3 

No Jumlah Tenaga Perpustakaan Umum Jumlah Orang 

1 Perpustakaan Kabupaten/Kota 32 

2 Perpustakaan Kecamatan 7 

3 Perpustakaan Desa/Kelurahan 40 

No Jumlah Tenaga Sekolah/ Madrasah Jumlah Orang 

1 Perpustakaan SD/MI 176 

2 Perpustakaan SMP/MTs 82 

3 Perpustakaan SMA/K/MA 63 

No Jumlah Tenaga Perpustakaan Perguruan Tinggi Jumlah Orang 

1 Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta 309 

No Jumlah Tenaga Perpustakaan Khusus Jumlah Orang 

1 Perpustakaan Khusus 11 

 

4. Data UPLM 4 

UPLM 4 

No Jumlah Kunjungan per Hari Perpustakaan Umum Orang/Hari 

1 Perpustakaan Kabupaten/Kota 681 

2 Perpustakaan Kecamatan 24 

3 Perpustakaan Desa/Kelurahan 313 

No Jumlah Kunjungan per Hari Perpustakaan Sekolah Orang/Hari 

1 Perpustakaan SD/MI 3163 

2 Perpustakaan SMP/MTs 824 

3 Perpustakaan SMA/K/MA 1062 

No 
Jumlah Kunjungan per Hari Perpustakaan 

Perguruan Tinggi 
Jumlah Orang 

1 Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta 4189 

No Jumlah Kunjungan per Hari Perpustakaan Khusus Jumlah Orang 

1 Perpustakaan Khusus 39 

 

 



 

5. Data UPLM 5 

UPLM 5 

No 
Jumlah Unit Perpustakaan Umum yang Dibina 

Sesuai Standar 
Jumlah Unit 

1 Perpustakaan Kabupaten/Kota 1 

2 Perpustakaan Kecamatan 0 

3 Perpustakaan Desa/Kelurahan 0 

No 
Jumlah Unit Perpustakaan Sekolah yang Dibina 

Sesuai Standar 
Jumlah Unit 

1 Perpustakaan SD/MI 173 

2 Perpustakaan SMP/MTs 82 

3 Perpustakaan SMA/K/MA 63 

No 
Jumlah Unit Perpustakaan Perguruan Tinggi yang 

Dibina Sesuai Standar 
Jumlah Unit 

1 Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta 24 

No 
Jumlah Unit Perpustakaan Khusus yang Dibina 

Sesuai Standar 
Jumlah Unit 

1 Perpustakaan Khusus 0 

 

6. Data UPLM 6 

UPLM 6 

No 
Jumlah Masyarakat yang Terlibat Dalam Kegiatan 

Sosialisasi Perpustakaan Umum 
Jumlah Orang 

1 Perpustakaan Kabupaten/Kota 2064 

2 Perpustakaan Kecamatan 120 

3 Perpustakaan Desa/Kelurahan 1541 

No 
Jumlah Masyarakat yang Terlibat Dalam Kegiatan 

Sosialisasi Perpustakaan Sekolah 
Jumlah Orang 

1 Perpustakaan SD/MI 3128 

2 Perpustakaan SMP/MTs 2960 

3 Perpustakaan SMA/K/MA 2231 



 

No 
Jumlah Masyarakat yang Terlibat Dalam Kegiatan 

Sosialisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi 
Jumlah Orang 

1 Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta 21456 

No 
Jumlah Masyarakat yang Terlibat Dalam Kegiatan 

Sosialisasi Perpustakaan Khusus 
Jumlah Orang 

1 Perpustakaan Khusus 39 

 

7. Data UPLM 7 

UPLM 7 

No Jumlah Pemustaka Perpustakaan Umum Jumlah Unit 

1 Perpustakaan Kabupaten/Kota 19876 

2 Perpustakaan Kecamatan 31 

3 Perpustakaan Desa/Kelurahan 1383 

No Jumlah Pemustaka Perpustakaan Sekolah Jumlah Unit 

1 Perpustakaan SD/MI 11784 

2 Perpustakaan SMP/MTs 7832 

3 Perpustakaan SMA/K/MA 8676 

No Jumlah Pemustaka Perpustakaan Perguruan Tinggi Jumlah Unit 

1 Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta 80.141 

No Jumlah Pemustaka Perpustakaan Khusus Jumlah Unit 

1 Perpustakaan Khusus 895 

 

  



 

Maka untuk pengukuran UPLM1 hingga UPLM7 wilayah Kabupaten Bantul adalah 

sebagai berikut:  

1. Hasil Pengukuran UPLM 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah angka ratio per jenis perpustakaan didapatkan, selanjutnya kita akan 

mengukur UPLM1 dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Sehingga menjadi seperti ini: 

50% 0.000056 + 20% 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖𝟗𝟖 + 20% 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟑𝟓𝟎 + 10% 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟑 

= 0.000028 + 0.000379 + 0.00007 + 0.0000013 = 0,000478 

Kemudian hasil penjumlahan tadi kita kalikan dengan Angka Koreksi Berdasarkan 

Tingkat Kepadatan Kabupaten Bantul :  

0,000478 x 1,5 = 0.000717 

Gambar 16: Data Jumlah Jenis Perpustakaan di Kabupaten Bantul 

Gambar 17: Data Rasio Jenis Perpustakaan 



 

Maka didapatlah angka ratio ketersediaan layanan perpustakaan untuk UPLM1 di 

Kabupaten Bantul sebesar 0.000717 

2. Hasil Pengukuran UPLM 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah angka ratio per jenis perpustakaan didapatkan, selanjutnya kita akan 

mengukur UPLM2 dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

Maka didapatlah angka ratio ketercukupan koleksi perpustakaan untuk UPLM2 di 

Kabupaten Bantul sebesar 3,667140  

Gambar 18: Data Jumlah Koleksi Perpustakaan di Kabupaten Bantul 

Gambar 19: Data Rasio Koleksi Perpustakaan 



 

3. Hasil Pengukuran UPLM 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Setelah angka ratio per jenis perpustakaan didapatkan, selanjutnya kita akan 

mengukur UPLM3 dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Maka didapatlah angka ratio ketercukupan tenaga perpustakaan untuk UPLM3 di 

Kabupaten Bantul sebesar 0,003003. 

 

 

 

Gambar 20: Data Jumlah Tenaga Perpustakaan di Kabupaten Bantul 

Gambar 21: Data Rasio Tenaga Perpustakaan 



 

4. Hasil Pengukuran UPLM 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah angka ratio per jenis perpustakaan didapatkan, selanjutnya kita akan 

mengukur UPLM4 dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Maka didapatlah angka ratio kunjungan masyarakat per hari ke perpustakaan untuk 

UPLM4 di Kabupaten Bantul sebesar 0,042963. 

  

Gambar 22: Data Jumlah Kunjungan Masyarakat Per Hari 

Gambar 23: Data Rasio Jumlah Kunjungan Masyarakat Per Hari 



 

5. Hasil Pengukuran UPLM 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah angka ratio per jenis perpustakaan didapatkan, selanjutnya kita akan 

mengukur UPLM5 dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

Maka didapatlah angka ratio  perpustakaan yang dibina sesuai standar untuk 

UPLM5 di Kabupaten Bantul sebesar 1,932886. 

  

Gambar 24: Data Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai SNP 

Gambar 25: Data Rasio Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai SNP 



 

6. Hasil Pengukuran UPLM 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah angka ratio per jenis perpustakaan didapatkan, selanjutnya kita akan 

mengukur UPLM6 dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

Maka didapatlah angka ratio  keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi 

perpustakaan untuk UPLM6 di Kabupaten Bantul sebesar 0,140195. 

  

Gambar 26: Data Jumlah Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan 

Gambar 27: Data Jumlah Rasio Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan 



 

7. Hasil Pengukuran UPLM 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah angka ratio per jenis perpustakaan didapatkan, selanjutnya kita akan 

mengukur UPLM7 dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

Maka didapatlah angka ratio  pemustaka perpustakaan untuk UPLM7 di Kabupaten 

Bantul sebesar 0,509911. 

 

 

 

Gambar 28: Data Jumlah Pemustaka Yang Terdaftar Pada Perpustakaan 

Gambar 29: Data Jumlah Rasio Pemustaka Yang Terdaftar Pada Perpustakaan 



 

C. Rekapitulasi Dan Laporan Skor IPLM Kabupaten Bantul 

Tahap selanjutnya untuk menghitung skor IPLM Kabupaten Bantul maka kita akan 

menjumlahkan semua angka rasio dari UPLM1 hingga UPLM7 dengan 

menerapkan rumus dibawah ini. 

 

 

Dengan demikian penghitungannya akan menjadi seperti ini: 

	
𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟕𝟏𝟕 + 𝟑, 𝟔𝟔𝟕𝟏𝟒𝟎 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟎𝟎𝟑 + 𝟎, 𝟎𝟒𝟐𝟗𝟔𝟑 + 𝟏, 𝟗𝟑𝟐𝟖𝟖𝟔 + 𝟎, 𝟏𝟒𝟎𝟏𝟗𝟓 + 𝟎, 𝟓𝟎𝟗𝟗𝟏𝟏

7 𝑋100 

= 89.9545 

Hasil skor IPLM Kabupaten Bantul adalah sebesar 89.9545. 

  

IPLM 



 

D. Tabel Dan Grafik Rincian Nilai UPLM  

Berdasarkan nilai dari masing-masing UPLM yang sudah diketahui diatas, dapat 

kita rincikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut: 

UPLM Nilai UPLM 
Peringkat UPLM 

Tertinggi-Terendah 

1 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟕𝟏𝟕 7 

2 𝟑, 𝟔𝟔𝟕𝟏𝟒𝟎 1 

3 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟎𝟎𝟑 6 

4 𝟎, 𝟎𝟒𝟐𝟗𝟔𝟑 5 

5 𝟏, 𝟗𝟑𝟐𝟖𝟖𝟔 2 

6 𝟎, 𝟏𝟒𝟎𝟏𝟗𝟓 4 

7 𝟎, 𝟓𝟎𝟗𝟗𝟏𝟏 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Jika kita urutkan berdasarkan nilai UPLM tertinggi sampai terendah maka dapat 
dilihat pada tebel dan grafik dibawah ini: 

UPLM Nilai UPLM 
Peringkat UPLM 

Tertinggi-Terendah 
Jenis UPLM 

2 𝟑, 𝟑𝟔𝟔𝟕𝟏𝟒 1 Jumlah Ketercukupan koleksi 

5 𝟏, 𝟗𝟑𝟐𝟖𝟖𝟔 2 

Jumlah perpustakaan yang dibina 

sesuai dengan Standar Nasional 

Perpustakaan 

7 𝟎, 𝟓𝟎𝟗𝟗𝟏𝟏 3 Jumlah anggota perpustakaan 

6 𝟎, 𝟏𝟒𝟎𝟏𝟗𝟓 4 
Jumlah keterlibatan masyarakat dalam 

sosialisasi perpustakaan 

4 𝟎, 𝟎𝟒𝟐𝟗𝟔𝟑 5 
Jumlah tingkat kunjungan masyarakat 

per hari 

3 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟎𝟎𝟑 6 
Jumlah ketercukupan tenaga 

perpustakaan 

1 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟕𝟏𝟕 7 
Jumlah pemerataan layanan 

perpustakaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat kita ambil benang merahnya 

bahwa, UPLM 2 yaitu Jumlah Ketercukupan koleksi perpustakaan di Kabupaten 

Bantul menempati posisi tertinggi sehingga hal ini sejatinya harus dipertahankan. 

Pada peringkat ke 2 diraih oleh UPLM 5 yaitu Jumlah perpustakaan yang dibina 

sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan di Kabupaten Bantul sudah baik. 

Menempati peringkat terakhir jatuh pada UPLM 1 Jumlah pemerataan layanan 

perpustakaan, hal ini tentu harus menjadi perhatian khusus bagi dinas perpustakaan 

dan arsip Kabupaten Bantul untuk menutupi segala kekurangan dengan berusaha 

meningkatkan pemerataan layanan perpustakaannya.  

 

 

 



 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat 

(IPLM) sebagaimana telah dipaparkan diatas, Hasil skor IPLM yang diperoleh 

Kabupaten Bantul adalah sebesar 89.9545. Mengacu pada ukuran tingkatan hasil 

skore IPLM yang dikeluarkan oleh Perpusnas, maka kabupaten Bantul masuk 

kedalam kategori TINGGI dan atau Berkategori Baik yang termasuk dalam rentang 

nilai 80-89,9. 

Adapun tingkatan skor IPLM dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gambar 30: Tingkatan Skor IPLM 



 

4.2 Rekomendasi Kebijakan 

Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat kami berikan ialah mengacu pada tabel 

sebagai berikut: 

UPLM Jenis UPLM 
Nilai 

UPLM 

Peringkat 

UPLM 
Rekomendasi 

1 

Jumlah 

pemerataan 

layanan 

perpustakaan 

𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟕𝟏𝟕 7 

1. Identifikasi daerah yang masih kurang 

dilayani dan kelompok masyarakat yang 

masih memiliki akses terbatas ke 

perpustakaan. 

2. Kerja sama dengan Pihak Luar: Kolaborasi 

dengan berbagai lembaga dan organisasi, 

seperti sekolah, pemerintah daerah, LSM, dan 

perusahaan swasta, untuk memperluas 

jaringan layanan perpustakaan. Misalnya, 

perpustakaan dapat menjalin kemitraan 

dengan sekolah-sekolah untuk memberikan 

layanan perpustakaan di lingkungan 

pendidikan. 

3. Promosi: Meluncurkan kampanye (promosi) 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

literasi dan peran perpustakaan dalam 

meningkatkan literasi. Ini dapat 

meningkatkan minat masyarakat dalam 

memanfaatkan layanan perpustakaan. Upaya 

ini harus diarahkan untuk meningkatkan nilai 

pemerataan layanan perpustakaan dalam 

indeks pembangunan literasi masyarakat. 

Kolaborasi dengan berbagai pihak dan fokus 

pada kelompok sasaran yang memerlukan 

perhatian khusus akan membantu mencapai 

hasil yang lebih baik dalam upaya ini. 

 



 

UPLM Jenis UPLM 
Nilai 

UPLM 

Peringkat 

UPLM 
Rekomendasi 

2 

Jumlah 

Ketercukupan 

koleksi 

𝟑, 𝟔𝟔𝟕𝟏𝟒𝟎 1 

1. Evaluasi dan Analisis Koleksi Saat Ini: 

Identifikasi kekuatan dan kelemahan koleksi 

perpustakaan Anda. Analisis permintaan dan 

minat pengguna. Pertimbangkan keragaman 

dan representasi dalam koleksi. 

2. Pembaruan dan Pengayaan Koleksi: 

Pembaruan koleksi secara berkala dengan 

menambahkan materi yang relevan dan 

diperlukan. Kolaborasi dengan penerbit, 

penulis lokal, dan pihak lain untuk 

mendapatkan sumber daya literasi baru. 

3. Pengadaan berdasarkan Kebutuhan Pengguna: 

Ajak pengguna untuk memberikan masukan 

tentang jenis materi yang mereka butuhkan. 

Gunakan data peminjaman dan permintaan 

untuk membimbing pengadaan koleksi. 

4. Kolaborasi dengan Penerbit Lokal: Jalin 

kerjasama dengan penerbit lokal untuk 

mendapatkan buku-buku dan sumber daya 

literasi dari penulis dan penerbit setempat.  

5. Evaluasi dan Pengukuran Koleksi: Lakukan 

evaluasi berkala terhadap koleksi untuk 

memastikan bahwa koleksi masih relevan dan 

memadai. Gunakan data peminjaman, 

penggunaan koleksi, dan umpan balik 

pengguna untuk mengukur keberhasilan. 

 

 

 



 

UPLM Jenis UPLM 
Nilai 

UPLM 

Peringkat 

UPLM 
Rekomendasi 

3 

Jumlah 

ketercukupan 

tenaga 

perpustakaan 

𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟎𝟎𝟑 6 

1. Evaluasi Kebutuhan Tenaga: Lakukan analisis 

mendalam terkait kebutuhan tenaga 

perpustakaan dalam memenuhi indeks 

pembangunan literasi masyarakat, termasuk 

pemahaman terhadap jenis layanan yang 

dibutuhkan dan permintaan pengguna.  

2. Perencanaan Sumber Daya Manusia: Buat 

rencana strategis sumber daya manusia yang 

memperhitungkan kebutuhan saat ini dan 

masa depan, serta fokus pada pembangunan 

kompetensi yang mendukung literasi 

masyarakat.  

3. Pelatihan dan Pengembangan: Berikan 

pelatihan dan pengembangan terus menerus 

kepada staf perpustakaan untuk meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan mereka terkait 

literasi, pelayanan pelanggan, dan pengelolaan 

perpustakaan. 

4. Perekrutan dan Pengangkatan Staf Baru: Jika 

diperlukan, rekrut dan angkat staf baru yang 

memiliki keahlian yang relevan untuk 

memenuhi kebutuhan layanan perpustakaan 

yang berkaitan dengan literasi masyarakat.  

5. Penyusunan Job Deskripsi yang Jelas: 

Pastikan bahwa job deskripsi dan peran staf 

perpustakaan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang diperlukan dalam 

mendukung indeks pembangunan literasi.  

 



 

UPLM Jenis UPLM 
Nilai 

UPLM 

Peringkat 

UPLM 
Rekomendasi 

4 

Jumlah 

tingkat 

kunjungan 

masyarakat 

per hari 

𝟎, 𝟎𝟒𝟐𝟗𝟔𝟑 5 

1. Program Promosi dan Pemasaran: Jalankan 

kampanye promosi yang aktif untuk 

meningkatkan kesadaran tentang perpustakaan 

dan layanannya.  

2. Program Kemitraan: Jalin kemitraan dengan 

sekolah, universitas, organisasi komunitas, 

dan bisnis setempat. Program-program 

kolaboratif dapat mengundang lebih banyak 

orang untuk mengunjungi perpustakaan.  

3. Program Edukasi dan Pelatihan: Tawarkan 

program pendidikan dan pelatihan yang 

menarik dan bermanfaat, seperti lokakarya 

membaca, pelatihan literasi digital, atau 

ceramah tentang topik yang diminati oleh 

masyarakat. 

4. Program Anak dan Keluarga: Buat program 

khusus untuk anak-anak, seperti cerita anak, 

klub buku anak-anak, atau kegiatan bermain 

yang edukatif dan menarik pengunjung dari 

berbagai usia.  

5. Ruangan Membaca yang Nyaman: Pastikan 

bahwa perpustakaan memiliki ruang yang 

nyaman dan menarik untuk membaca, 

bersantai, atau bekerja. Perabotan yang 

nyaman dan pencahayaan yang baik dapat 

meningkatkan pengalaman kunjungan. 

Layanan Berkala: Selenggarakan program 

acara berkala yang menarik, seperti bazaar 

buku, bazaar barang bekas, atau 

penandatanganan buku oleh penulis terkenal. 



 

 

UPLM Jenis UPLM 
Nilai 

UPLM 

Peringkat 

UPLM 
Rekomendasi 

5 

Jumlah 

perpustakaan 

yang dibina 

sesuai dengan 

Standar 

Nasional 

Perpustakaan 

𝟏, 𝟗𝟑𝟐𝟖𝟖𝟔 2 

1. Analisis Kebutuhan Lokal: Lakukan analisis 

kebutuhan literasi dan akses perpustakaan di 

berbagai daerah. Identifikasi wilayah-wilayah 

yang belum memiliki perpustakaan atau yang 

memerlukan perpustakaan tambahan.  

2. Penyusunan Rencana Strategis: Buat rencana 

strategis untuk pengembangan perpustakaan 

sesuai dengan SNP. Rencana ini harus 

mencakup tujuan, sasaran, anggaran, dan 

jadwal.  

3. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah: Jalin 

kerjasama dengan pemerintah daerah untuk 

mendukung pembangunan perpustakaan baru 

atau peningkatan perpustakaan yang sudah 

ada. Minta dukungan finansial dan 

infrastruktur. 

4. Kolaborasi dan Kemitraan: Jalin kemitraan 

dengan lembaga pendidikan, organisasi non-

pemerintah, dan komunitas untuk mendukung 

dan mempromosikan perpustakaan baru.  

5. Evaluasi Kinerja: Gunakan metrik dan 

indikator yang sesuai untuk mengukur dampak 

perpustakaan terhadap indeks pembangunan 

literasi masyarakat.  

6. Pengembangan Berkelanjutan: Perhatikan 

keberlanjutan perpustakaan yang baru 

dibangun dengan merencanakan perawatan, 

pemeliharaan, dan pengembangan yang 

berkelanjutan. 



 

 

UPLM 
Jenis 

UPLM 

Nilai 

UPLM 

Peringkat 

UPLM 
Rekomendasi 

6 

Jumlah 

keterlibatan 

masyarakat 

dalam 

sosialisasi 

perpustakaan 

𝟎, 𝟏𝟒𝟎𝟏𝟗𝟓 4 

1. Program Sosialisasi Berkala: Selenggarakan 

program sosialisasi perpustakaan secara 

berkala, seperti workshop, seminar, dan 

lokakarya literasi yang melibatkan berbagai 

kelompok masyarakat.  

2. Promosi Media Sosial: Manfaatkan media 

sosial untuk menginformasikan kegiatan dan 

program perpustakaan kepada masyarakat. 

Bagikan berita, informasi berguna, dan 

undangan acara melalui platform seperti 

Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn.  

3. Kemitraan dan Promosi di Sekolah dan 

Universitas: Jalin kemitraan dengan sekolah-

sekolah setempat untuk menyosialisasikan 

perpustakaan kepada siswa dan orang tua. 

Tawarkan kunjungan sekolah ke perpustakaan 

dan program literasi.  

4. Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat: 

Jalin kemitraan dengan organisasi dan 

kelompok masyarakat setempat, seperti klub 

buku, komunitas seni, atau kelompok 

lingkungan, untuk menyelenggarakan acara 

bersama atau program literasi. 

5. Sosialisasi di Acara Komunitas: Ikuti acara dan 

festival komunitas setempat untuk memberikan 

informasi tentang perpustakaan dan manfaat 

literasi. Buat stan perpustakaan di acara-acara 

tersebut.  

 



 

UPLM 
Jenis 

UPLM 

Nilai 

UPLM 

Peringkat 

UPLM 
Rekomendasi 

7 

Jumlah 

anggota 

perpustakaan 

𝟎, 𝟓𝟎𝟗𝟗𝟏𝟏 3 

1. Promosi di Masyarakat, Sekolah dan Kampus: 

Jalin kerjasama dengan sekolah-sekolah dan 

perguruan tinggi setempat untuk 

mempromosikan perpustakaan dan 

keanggotaannya.  

2. Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat: Jalin 

kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, 

kelompok komunitas, dan asosiasi yang 

memiliki anggota potensial yang dapat 

diundang untuk menjadi anggota perpustakaan.  

3. Kampanye Rekrutmen di Acara Komunitas: 

Buat stan perpustakaan dan tawarkan insentif 

seperti pendaftaran gratis. 

4. Diskon dan Keuntungan Anggota: Tawarkan 

diskon khusus atau keuntungan bagi anggota 

perpustakaan, seperti pinjaman lebih lama, 

akses ke koleksi eksklusif, atau potongan harga 

di toko buku lokal.  

5. Pameran Buku dan Acara Khusus: 

Selenggarakan pameran buku, acara 

penandatanganan buku oleh penulis terkenal, 

dan berbagai acara khusus yang dapat menarik 

minat pengunjung potensial. 

6. Kartu Anggota Multifungsi: Buat kartu anggota 

perpustakaan yang juga berfungsi sebagai kartu 

diskon di berbagai bisnis lokal. 

7. Program Khusus untuk Anggota Setia: Berikan 

insentif khusus dan program penghargaan 

kepada anggota yang telah lama setia kepada 

perpustakaan. 



 

LAMPIRAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

DOKUMENTASI SURVEI LANGSUNG KE LOKASI PERPUSTAKAAN  

 

 

  



 

DOKUMENTASI SURVEI LANGSUNG KE LOKASI PERPUSTAKAAN 

  



 

SURVEI LANGSUNG KE LOKASI PERPUSTAKAAN 

 

  



 

DOKUMENTASI SOSIALISASI PELAKSANAAN PENGUKURAN IPLM 
KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL 

  



 

DOKUMENTASI SOSIALISASI PELAKSANAAN PENGUKURAN IPLM 
KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL 

 

  



 

Google Form Pengukuran IPLM 

 


